SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan
peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara
negara,;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan
penyelenggara negara di Lingkungan Kabupaten
Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagan Raya tentang Pembentukan Satuan Tugas
Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2026.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6718);



6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
444);



7.

o.

10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan  Kelima Atas Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan  Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

:KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026.

Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026.

: Susunan keanggotan Tim yang sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

:Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 terdiri

atas :



a. Pengarah:
1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Nagan Raya; dan
2. Anggota Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Nagan Raya;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

c. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Nagan Raya adalah salah seorang dari Pejabat
Eselon Illa di lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

d. Anggota adalah Pejabat Eselon IVa di lingkungan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan

Raya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Januari 2026

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubuhgan Masyarakat,

RAT S T———————

Sa&&i Fahrul



LAMPIRAN :
Keputusan

Komisi

Independen

Kabupaten Nagan Raya

Nomor :
Tanggal :
Tentang :
Pembentukan

Gratifikasi di Lingkungan

1 Tahun 2026
13 Januarii 2026

Satuan  Tugas

Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2026.

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM SATUAN
TUGAS
1. | Danda Runtala Ketua Pengarah
2. | Adam Sani Anggota Pengarah
3. | Faisal A Qubsy Anggota Pengarah
4. | Juni Safriadi Anggota Pengarah
S. | Tantawi Usman Anggota Pengarah
6. | Agus Mudaksir, S.H. Sekretaris Ketua
Kepala Sub Bagian
7. | Sayed Fahrul, S.H.I.,M.I.Pol Teknis Sekretaris
Penyelenggara
Pemilu dan
Hukum
. . Kepala Sub Bagian
8. | Andria Said, S.H. Parhumas dan Anggota
SDM
Kepala Sub
9. | Gunawan, S.H.,M.I.Pol Bagian Keuangan, Anggota
Umum,
dan Logistik
Kepala Sub
10.| Cut Kamariah, A.Md Bagian Anggota
Perencanaan,
Data,
dan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubuhgan Masyarakat,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

DANDA RUNTALA

Pemilihan

Pengendalian
Komisi Independen




